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PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hasil dialektika otoritas
yang didukuag oleh wahyu dengan konteks sosialnya.

' Pcrulis rd.hh Dos€o FeLult s Tzrbiy.h I IN Walisongo S.drzrrsg.
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Pembentukan hukum Islam semenlak awal teriadi melalui
proses dialektis di mana elemm-elemen tradisi masyarakat

diambil, dimodifikasi, dan dihapus sesuai dengan nilai
moral yang ingin ditanamkan oleh Islam. Perubahan tradisi
tersebut tidak berjalan secara revolusioner, melainkan
melalui proses evolusi. Perubahan tersebut dapat teriadi
karerra adanya proses transformasi otoritas sehingga
pembahan memiliki legitimasi di masyarakat. Al{u/an
merLjadi legitimasi pertama dan utama dalam perubahan

tradisi masyarakat Arab pra-Islam menuiu Eadisi Islam

karerna alQulan membangun otoritas karismatis dalam
diri Nabi Muhammad.

Beberapa perubahan telah dilakukan oleh alQu/an
terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Perubahan yang

terjadi dalam bidang hukum keluarga dipandang sebagai

pencapaian terbesar al{ulan dalam bidang hukum.l
Pemikahan, bersama dengan waris, membentuk hukum
perdata Islam dan meniadi elemm paling ielas dan tegas

dalam skema hukum Islam. hukum keluarga, khususnya

mengenai pemikahan, mencenninkan Penataan alQur'an
terhadap pranata sosial dasar di masyarakat Arab, yang

pen;garuhnya tetap terasa samPai saat ini.
Pranata yang didukung oleh Islam adalah sebuah

pranata yang lahir dalam sebuah masyarakat hadisional,
yaitu masyarakat yang dibimbing oleh nilai-nilai dan

kestrcian tradisi, bukan oleh hukum positif yang dihasilkan
oleh. organisasi negara. Dalam konteks tersebut, hukum-

I B.c.e pcid.hulu.n dan bab pemme butu Nocl J. C-r:oboc\ A Hilbt7 of
I a;e l-a, @Anbot{r: Edinbugh Unive$ity Pr€13, 1960).
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hukum bersifat arbitratif dan moral. Otoritas yang berkeda

dalam sebuah sistem sosial tradisional tersebut adalah

otoritas tradisi yang diselenggarakan oleh orang-orang
yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena
keturunan.

Pada perkembangarmya, institusi ulama adalah
pemegang otoritas keagamaan dalam Islam. Meskipun
ulama dalam Islam, terutama di kalangan sunni, tidak
memiliki organisasi keulamaan seperti dalam sistem gereja

IGtholik ulama memainkan peran penting dalam sejarah

Islam. Lllamalah yang dipandang sebagai penerjemah

pesan Tuhao setelah Rasulullah wafat. Ulama juga

berfungsi sebagai pemberi fatwa ketika murrul persoalan

di kalangan unrat Islam. Peradilan dalam selarah Islam
diisi oleh para ulama dengan referensi hukum hasil dari

11fi&a/, bukan hukum hasil legislasi lembaga legislatif.
Problem murrcul tatkala hukum keluarga Islam,

khususnya yang menyangkut pemikalnr1 bersentuhan
dengan negara modern. Negara modem melahirkan
sebuah sistem kekuasaan politik baru, dimana legitimasi
aparatusnya tidak diperoleh melalui badisi, melainkan dari
aturan hukum formal. Sistem otoritas yang membentuk
negara modem tersebut adalah sistem otoritas legal-
rasional.

Munculnya otoritas baru ters€but menimbulkan
beberapa problem dalam pelaksanaan hukum Islam.

Problem tersebut paling tampak terkait dengan hukum

keluarga, khususnya yang menyangkut pernikahan dan

per€eraiarl Perteml Pemitiahan dan perceraian dalam

hukum Islam berada di antara wilayalL yaitu wilayah
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sakral dan wilayah profan.2 Pemikahan sebagai akad

adalah bagian mu'amalab tetapi sebagai sebuah perjaniian
yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dmgan prosedur
yang ditentukan oleh nap, pemikahan dan perceraian ia

iuga meniadi bagian ibadah. Ketika aturan negara, sebagai

produk kekuasaan yang temporal dan profan tersebut

turut campur dalam urusan muncul rcsistensi

dari sebagian pihak yang merasa beberapa aturan negara

tidak sesuai dengan ahfan syariat. Contoh t€rsebut dapat

dilihat dalam perceraian, yang menurut Undang-undang

nornor 1 tahun 7974 battt sah apabila dilakukan di depan

sidang pengadilan, padahal dalam aturan fikih Perceraian
telah iatuh begitu suami secara sepihak menyatakamya.

Kedua, dengan dimasukkannya beberapa elemen

pemikahan dan perceraian dalam wilayah peradilan

muncul konflik antara otoritas, yaitu antara otoritas

tradisional, yaitu para ulama, dengan otoritas rasional-

legal, yaitu para aparat peradilan. Kasus ketegangan antara

dua otoritas tersebut di antaranya adalah resistensi

sebagian ulama terhadap pencatatan pemilahan.

Berdasarkan hadisi fikih Islaru pemikahan telah diatur
ketentuannya melalui syarat dan rukun nilah. Munculnya

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mewajibkan setiap

penikahan dicatatkan. Pada prakteknya, pencatatan nikah
tetap dipandang sebagian otoritas tradisional bukan
sebatai tuntutan dalam pelaksanaan pemikahan sehingga

z Ziba Mn-Hrdnit Motiqc on Licl A Srab of lrldi! Farit t-.d,, Id 6d
Moaa CuFd Qtxrd<x+ Ncw York I.B. Turist Ltd., 1993), t.
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pemikahan sirri (tidak tercatat) banyak terjadi di
masyarakat.

Makatah ini adalah uPaya untuk mengungkap

bagaimana proses transformasi otoritas berkembang dalam

tradisi hukum Islam. Transformasi otoritas adalah sebuah

proses sosial yang memungkinkan hukum-hukum Islam

yang dalam waktu paniang berada di luar legislasi negara

dapat memiliki nilai praktis dan memiliki legitimasi di
masyarakat muslim.

RASIJLTJLLAH: AGEN TRANSFORMASI OTORITAS
DANTRADISI

Islam datang bukan untuk mengubah seluruh tata

sosial yang ada secara revolusioner. melainkari sebagai

penyempurnaan atas nilai-nilai kebaikan yang ada di
masyarakat. Rasulullah sendiri menyatakan bahwa beliau
diutus untuk menyempumakan alhlak yang mulia.
Dengan demikian, visi utama Islam adalah nilai-nilai
kebaikan bagi umat rnanusia. Visi tersebut terungkap
dalam pandangan Mu'tazilah mengenai al-lysn wa al-quWt

(kabaikan dan keburukan). Bagi kalangan Mu'tazilah, akal
manusia sebelum adanya syariat telah mempu mengenal

kebaikan dan keburukan. Turunnya syariat adalah sebagai

penegasan kembali nilai-nilai kebaikan manusia tersebut.3

3 l,ihet ureimnyr drlan Ndm .l-Dln zl-Tn6, trdi M*nbld al-Bs4.t
(Bcirut Mursses2h d-Rh.l2h, 1987),Jilit I :,104-405.
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Qs. d-Nisa (a): 3

Q.s. d-Ahzrb p3): +s
QS. .l-Ni..' (,a): l?

Kelecrahan Mu'tazilah adalah kurang
mempertimbangkan kasus di mana ada adat yang
dianggap sebagai tradisi mapan yang kemudian diubah
oleh alQur'an. Karena itu, gagasan Ash'ariyah dan
Maturidiyah mengenai posisi penting wahyu dalam
m,miustifikasi baik dan buruk dapat digunakan untuk
mmyempurnakan gagasan Muktazilah.

Visi mmgenai penyempuraan kadisi yang baik dapat
dillihat kembali dalam hubungan antara Islam dan hadisi
Arab pra-Islam. Secara garis besar pola hubungan antara

Islam dengan tradisi pra-Islam dapat dibagi meniadi tiga:

1) adopsi dan adaptasi, 2) modifikasi, dan 3) pembatalan

Secara umunL tradisi (adat) tetap meniadi bagian penting

dalam pembentukan hukum Islam karena ayat-ayat hukum
d-Qur'an di antaranya turun dalam konteks perdebatan

yang terkait dengan tradisi.

Contoh yang relas adalah turunnya ayat-ayat tmtant
poligamir pemikahan dengan ianda anak angkat s dan

pemberian harta waris bagi anak p€remPuan dan anak

lakiJaki yang masih kecil.6 Ayat-ayat tersebut bisa

dipahami dalam kaitannya dengan tradisi Arab yang

berlaku. Perubahan yang dilakukan oleh AlQulan
utimanya dituiukan untuk mmgubah sebuah norma sosial.

Norma dalam sebuah masyarakat tradisional adalah norma

yang dibangun di atas otoritas tradisi, yaitu nilai-nilai yang

dianggap suci oleh masyarakat yang dianggaP berasal dari



masa lalu. Perubahan dalam Islam terhadap tradisi hukum

pra-Islam memang belum sepenuhnya mengubah sistem

sosial tersebut secara keseluruhan. Pranata-pranata politik
dan hukum masih dilalankan dengan otoritas tradisi.

Keberadaan hukum Islam mempakan pengubahan

tradisi meniadi sebuah tradisi yang baru. Term tradisi
tersebut digawantahlan secara baik dalam istilah sunnah.

Orang-orang Arab menggunakan istilah sunnah untuk
kebiasaan masa lalu dan perilaku yang patut dicontoh
yang ditinggalkan nenek moyang dari kebiasaan mereka

atau hukum adat. Sunnah dalam pengertian awalnya

adalah praktek masyarakat atau perilaku individu yang
mengandung elemen normatif .7

Sunnah umumnya selalu dikaitkan dengan kadisi
yant mapan kar,ena dalam masyarakat Arab pra-Islam
belum ada instihrsi hukum formal. Hukum yang ada

adalah tradisi-hadisi dan kebiasaan-kebiasan yang
beragam sesuai dengan kabilah-kabilah yang ada. Namun
pengaruh dari agama-agama samawi pra-Islam pun telah
ada seiring dengan penyebaran agama Yahudi dan Nasrani
di kalangan orang-orang Arab.a

Substitusi norrna sosial yang dilakukan oleh Islam
pada dasamya adalah sebuah penggantian tradisi dengan
sebuah tradisi yang baru. Tradisi baru tersebut merupakan
perpaduan tradisi pra-Islam dengan nilai baru yang
dibawa oleh Islam. Islam memberikan sumber legitimasi

Ahnc.d H,6,d|., Tb Eof D.rrbrytnt oJ ltu'ric J$s?nd."a. Islamebad: Islamic
R!s.{dr Instihrt€- 1970. h. 85{6
Uh.r 'Agi}}.h Mushzrmgh, algddz- f dl-lrlA. Gg: Shir*rh dsherq d-
A*s.g 1%6), 13

7Ahwon Fononi, Ototitos Dolom Hukum lslom
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bagi perubahan tradisi melalui nilai-nilai baru tersebut
melalui wahyu (AlQulan) dan seciua historis
direpresentasikan oleh Razulullah. Perubahan tradisi pra-
Islam ke dalam tradisi Islam dilembatani melalui otoritas
karismatis yang dimiliki oleh Rasulu-llah.

Otoritas karismatis Rasulullah bersumber kepada

dua hal. Pertama adalah kemampuan Rasulullah sebagai

seorung hakam (arbitrator). Sejak awal, masyarakat Arab
mengakui kemampuan dan kelebihan Rasulullah sebagai

ha):cam sehingga memberinya gelar al-Amin $ang dapat
dipercaya). Ketika pertama kali hiirah di Madinalu Nabi
Mrrhammad hanyalah pemimpin klan Muhaiirin.
Kenabiannya hanya diakui oleh minoritas di Madinatu

tetapi otoritasnya sebagai arbitrator diterima oleh

mayoritas masyarakat tvfadinah. Penerimaannya sebagai

Nabi pada perkembangan selaniutnya membuatnya

diterima sebagai pemimpin bagi semua masyarakat.

Kekuasaan Nabi di Madinah tersebut berkembang seiring

dengan perkembangan waktu dan pencapaian-pencapaian

politik yang beliau raih di Madinah.e

Kedua, adalah legitimasi wahyu atas posisi Nabi
Muhammad sebagai seorang tokoh yang harus diikuti.
Tindakan-tindakan hukum Rasulullah seringkali

mendapatkan legitimasi dari wahyu (otoritas

trarnsendental). Contoh yang ielas adalah kasus turunya

surat al-Nisa' ayat 52. Ayat ters€but turun dalam konteks
persengketaan dua orang yang kemudian meminta

8

e liher d2l2m Hichcrn Djric 'Thc Origins of The Islzmic Strt€'. dd.m Klts
F-6din$d drn Mchdi Muz.6.i, fub: Stab adl So.i.!f (I-ondon: Curzon
Prcar,198),1-15.
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keputusannya dari Rasulullah. Karena tidak puas, salah

satu dmi mereka mencari penyelesaian dari pihak lain.

Ketidakpuasan terhadap keputusan Nabi tersebut

mendapatkan kecaman keras dari al{ufan. ro

Transformasi terhadap tradisi yang dilakukan oleh

Rasulullah dapat dilakukan karena kualitasnya yang

menggabungkan kemampuan individu dan kapasitas

sebagai Rasul Allah. Karena ibrlah, sunnah dalam Islam di
antaranya mengacu kepada praktik Rasulullah. Rasulullah
secara individual bisa meniadi sumber bagi tradisi-tradisi
(sunan) yangbrn.

Perubahan hadisi karena faktor otoritas Karismatis
Nabi Muhammad tersebut tampak dalam praktek
poligami. Dalam tradisi Arab, poligami adalah sebuah
kebiasaan yang normal. Adat tidak memberikan batasan
maksimal iumlah isteri yang boleh dinikahi.

Dengan tuunnya surat al-Nisa ayat 3. terjadiiah
pembatalan poligami tak terbatas. Poligami yang tadinya
tidak membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi,
kemudian hanya dibatasi sampai kepada empat saia,

dengan ketentuan harus adil. Rasulullah kemudian
memerintahkan agar orang-orang yang memiliki isteri
lebih dari empat untuk menceraikan istrinya kecuali empat
saia.u Ketentuan tersebut memiliki perkecualian pada diri

l0 Iihat riwryaFriwryet mengenai sebab turuflnF surat d-Nisa' a}?t 52 berikut
peaileien knaliusnya dalem Ibnu T^ynnry h, Sati, 4l-M4 t7 'ala Sh;t n al-

BarT (Beirut Dar d-Kutub drllmilyah, t.t), 37-40.

It Mul.ummad bin Ali bh Muhammad .lStu kart, Fatb al9a6n ,1.!;.i' bq,
alNt'qal ru al-D@an nia 'lla aLT6r (Beirut D.r al-Ktub .l-'Ilrniyyalr
1994),I: s2a.

9
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Rasulullah sendiri. Besamya karisma yang ia miliki
membuatnya bisa mendapatkan hak istimewa atas Eadisi
yang baru terbentuk dengan keputusannya smdiri.

Wafatnya Rasulullah membuat otoritas tradisi yang
berpiiak kepada karisma beliau mengalami goncangan. Di
antara indikasinya adalah munculnya klaim-klaim nabi
dari beberapa kalangan, dan penolakan pembayaran zakat
karena kewaiiban zakat sangat terkait dengan keberadaan
Rasulullah.

Para sahabat, yang dimulai oleh kekhilafahan Abu
Bakr, melakulcan restorasi hadisi Islam melalui tindakan
politik. Absersnya otoritas karismatis yang melekat kepada

Nabi Muhammad membuat hukum Islam harus

menemukan otoritas baru. Otoritas tersebut kemudian
diperoleh melalui kesepakatan sahabat (ilna. sahabat) dan

dukungan kekuatan politik.
Para sahabat merupakan otoritas ePistemis Pertama

dalam sejanh Islam. Perkembangan hukum Islam di amsar

(kota-kota gamisun Islam) selalu dikaitkan dengan otoritas

sahabat yang hiirah ke kota tersebut. Perkembangan

hukum di Kufah, misalnya, dikaitkan dengan otoritas Ibnu

Mas'ud, di Mesir dengan Amru bin al-'As, Syiria dengan

Mrr'awiyah, Makkah dengan Ibnu 'Abbas, Madinah

dengan 'Ali dan 'Abdullah Ibn 'Umar.12

Sistematisasi otoritas epistemis semakin tegas dan

kuat dengan lahirnya teori hukum Islam, yang ditulis oleh

al-Shafi'i. Otoritas epistemis kemudian selalu dikaitkan
dengan tokoh yang dipandang sebagai pendiri madhhab.

12 t\hJf.1,.dlJi^sr . Th Ea't DrEloP,n nt. . .,17, m-21
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Altan-aliran hukum klasik yang berpijak kepada hadisi
hukum di kota-kota besar, seperti Kufah dan Madinatu
mengalami transformasi dan membentuk Madhhab Hanafi
dan Maliki. Piiakan madhhab-madhhab hukum di Krifah

dan Madiruh bukan kepada tradisi, melainkan kepada

tokoh mujtahkl. Tokoh-tokoh mujtahid itulah yang
kemudian dipandang sebagai otoritas tertinggi madhhab
hukum Hanafi dan Maliki.

Sementara itu, dua madhhab hukum lairu yaitu Shnfii
dan Hanbali seiak awal dibangun di atas otoritas perldiri
madhhab tersebut. koses pembantunan sbtem otoritas
madhhab tersebut tidak dilakukan oleh pendiri madhhab
itu sendiri, melainkan oleh para pengikut mereka yang
mencoba mmcari pengakuan publik melalui afiliasi kepada

otoritas epistemis tersebul

PERAN DAN BENTT.IK OTORITAS EPISTEMIS

Max Weber nrembagr otoritas meniadi tiga, yaitu
legal-rasional, kharismatis, dan tradisional. Pembagian tiga
otoritas ters€but didasarkan atas validitas klaim legitimasi
yang diiadikan pilakan. Pertama, otoritas yang bersandar
kepada legitimasi rasional, yaitu yang berpiiak kepada
legalitas pola aturan normatif dan formal. Kedua, otoritas
yang bersandar kepada legitimasi hadisional, yaitu
kepercayaan yang mapan, kesucian tradisi masa lalu, dan
legitimasi orang-or:rng yang melaksanakan otoritas
tersebut. Ketiga otoritas yang bersandar kepada legitimasi
karisma yaitu yang berpilak pada kesucian tertentu.
seperti kepahlawanan atau karakter teladan dari seorang
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individu dan pola normatif yang ia dituniukkan orang
tersebut.13

Pembagian otoritas oleh Weber tersebut didasarkan
atas kaiian sosiologis yang ia lakukan. Ketiga otoritas versi
Web€r tersebut mencakup otoritas yang didasarkan atas
orgranisasi modem (rasional-legal), otoritas yang
diclasarkan atas nilai-nilai sosial dan eadisi (tradisional),
dan otoritas yang didasarkan atas kapasitas dan keutamaan
individu ftarismatis).

Ketiga ragam otoritas tersebut memant mampu
menggambarkan ragam-ragam otoritas empiris.
Sayangnya, otoritas yang mendapatkan legitimasi dari
kemampuan individu mmuhami pesan transenden tidak
memitki ruang yang memadai dalam teori otoritas Weber.

Kesulitan ih:lah yang kemudian ditangkap oleh Wel B.

Hallaq. Hallaq memperkmalkan satu b€ntuk otoritas yang

menarik untuk dicemrati yang tetkait dengan kaiian

hulkum Islam, yaitu otoritas epistemis.
Para ahli hukum Islam (muitahid) disebut oleh

Hallaq sebagai otoritas epistemis adalah karena mereka

satu-satunya agen epistemolo8i dan herrneneutika hukum.

Para muitahid adalah agen yang mamPu menerjemahlan

tanda (srgr,r) dari Tuhan yang ada dalam wahyu meniadi

sef,eEngkat aturan hukum. Otoritas epistemis, menurut

Hallaq, memiliki kapasitas untuk mengetahui hukum dan

bagaimana hukum diiabarkan, ditafsirkan, dan diterapkan.

13 Ivtex Wcbcr. 'Powet md Birocrrcy", disdc&si dan dicdit oleh Kconcth
Thompson ud Jercmy Thunsull delem Soabb3nal Pcrjpxti*: Scbaiu Rulhg
(vliddlcsor: Pcnguin Book Id., 197I), 68{9.
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Otoritas tersebut menggabungkan di dalarnnya kekuasaan

agama, moral, sosial, dan hukum sekaligus.la

Otoritas epistemis itulah yang menjadi perantara

antara masyarakat muslim, Tuhan, dan kekuasaan.

Keunikan otoritas epistemis dapat dilihat dari bagaimana

mereka mendapatkan legitimasi atas otoritasnya. Otoritas

seorang mujtahid tidak didasarkan atas nilai-nilai yang

hidup di masyarakat, meskipun dalam taraf tertentu ia

menialarikan peran yang merrurng diakui di masyarakat

muslim. Seorang multahid iuga tidak mendapatkan
otoritasnya karena karismany4 meskipun barangkali

banyak mujtnhid yang dilagumi dan dihormati oleh
masyaralat. Seorang muitahid juga tidak diikat oleh
aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, karena

dalam sejarah Islam pasca Khula-fa' Rasyidin teriadi
perpecahan antara kekuasaan dentan otoritas agama.

Pengembangan hukum pada abad II Hijriyah dilakulan
oleh para ahli hukum yang bukan meniadi bagian dari
kekuasaan.

Upaya taqnin yang digagas Ibnu Muqaffa' dan
diajukan kepada Abu Ja'far al-Mansur, khalifah Abbasiyah
ke-2, juga tidak terlaksana.ts Karena itu, otoritas hukum

r. Wael B. Halaq, 'Juristic Authority Vs State Power: The l-cgal Crises of
Modern rdzm" , JMal oI I-a, ant kl*ion, 243-2/4

it Ibnu Muqaffa' melihat pctkcmbangan hukum Islam memungkinkan bahala
m]Uf,1(1.i!lyz aaa*lina UotuL ior ia mcnyarankan agar khaffrfr membcntuk
undrng-undang umum yeng diambil dati AJ-Quftn, Sunab dafl pcodepar,
pcndrpat y:ng adz dcngu didesettm etes keadilrn-dan kearrslehaun.
Nmun Mz.li\ yaog ditevzti lhe[frh Ja'frt d-Maogur menobl mdhhabnlz
dipals.lrn L,I€iu Erenulutrry.. m.sirB-m.siog &aum telah mcmiliki uluma
m.sing-m.sirB. Uhat qubh.i M2hm.!s.ni Filtdat H*r.n ddld, kht , r.i.
(B.ndung: At-Mrti{, 1981), 65{E.

13
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tetap berada di tangan para ahli hukum. Seorang hakim

@4) nday- secara mandiri mengeluarkan keputusan
huku4 terutama apabila ia bukan tergolong mujtahid.

Flakim pun masih harus memiuk kepada para ahli hukum
yang bisa mm$erikan fatwa-fatwa hukum.

Halaq berpendapat bahwa secara faktual, kekuasaan
politik dan kekuasaan hukum dalam seiarah Islam tidak
pemah sepenuhnya bersatu. Para penguasa selalu

memerlukan keberadaan ahli hukum karena untuk
meniadi otoritas epistemis harus memmuhi perangkaf

epistemologis dan metodologis yang umurnnya
tidak dfuniliki oleh penguasa. Penguasa juga memerlukan
para ahli hukum karerra merekalah yang memiliki suara

dan kaitan langsung dmgan massa akar rumput.l6

Di kalangan ahli hukum tersebut, otoritas bersumber

dari kenyataan bahwa mereka mencari hukum langsung

dari teks AlQulan dan surmah Rasulullah. Para ahli
hukum juga mampu meletakkan instrumen

untuk memahami hukum-hukum dari kedua teks di atas.

Para pendiri madlhab adalah tokoh yang meletakkan

landasan bagi otoritas epistemis bagi suatu madhlub.
Mujtahiil lanbba meniadi bagian dari suatu madhhab dan

memperoleh otoritas hukum karena berafiliasi kepada

nwdhhab hrtkulr:.. Kendatipun dalam banyak kasus, seorang

mujtahid yang berafiliasi kepada madhhab berbeda

pendapat mmgenai berbagai keputusan hukum praktis,

afi-liasi ters€but diabsahkan melalui penerimaan

t6 V.d B. Hdi2q. Ju&tic Au*rcdty...",25'l -252.
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epistemologis atas mede yang diletakkan pendid
madhhab. '.

Otoritas epistemis itulah yang bekeria dalam

memberikan fatwa-fatwa hukum di masyarakat muslim,
yang sebelum era modem tidak memiliki ikatan dengan

hukum positif. Fatwa-fatwa ahli hukunu yang didukung
oleh legitimasi matlhhnb, merrladi landasan bagi pemecahan

masalah hukum di masyaralat. Para ahli hukum secara

aktif terlibat dengan dirnmika masyarakat. Pranata
(institusi) hukum dalam masyaralat muslim dengan
demikian memasukkan para ahli hukum sebagai bagian
integral dalam sistem sosialnya.

Coulson pun berpendapat bahwa hukum Islam
berkembang dari keputusan para ahli hukuru bukah
keputusan hakim. Yang pertama bekeria dalam perumusan
hukum, sementara yang kedua bekeria dalam pelaksanaan
hukum. Yang pertama mengonrol yang kedua.rz Yang
meniadi persoalan dari penilaian Coulson adalah bahwa ia
beranggapan bahwa banyak kasus yang dibahas dalam
kitab-kitab hukum Islam addah hasil kalian hipotetis,
bukan didasarkan atas kasus aktual.

Pendapat Coulsoru bahwa para ahli hukum Islam
merumuskan hukum secara hipotetis dan spekulatif
tersebut dibantah oleh F{allaq. Ia iusku melihat tali temati
fatwa sebagai wacana dengan fatwa sebagai instrumen

sosial. Fatwa hukum iustru terlibat secara langsung dengan

perubahan sosial dan substantif hukum Isl,am.

f7 Nocl lemes Codgon @ dl Tll,rlio, il tla* loiqdao (Ctircao'

I-ondon: Thc Univctsity of Chirgo Prcar 1%)' 9'
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Hallaq membuktikan hipotesisnya tersebut melalui
penelitian terhadap fatwa-fatwa di bid angfurut .18

Dalam kerangka fatw4 tingkatan rTtiftad membantu
mendefinisikan bagaimana fatwa harus tetap dilakukan
dengan legittunasi mnfuhab. Setiap fatwa harus
difangkarkan kepada pendiri madhlub sr-htngga ia dapat
memperoleh legitimasi. Muncullah kemudian fenomena

taklid sebagai sarana untuk mencari legitimasi agar suatu

fatr,rra bisa diterima dengan mudah oleh audiens.

Tingkatan-tingkatan ijtihad pada dasarnya tidak
merLcerminkan kemampuan nyata para mujtahid yang ada

di tingkatan-tingkatan tersebut. Mujtahid yang

menrposisikan dti sebagai muqallid memi*i kemampuan

yang sama dengan mujtahid di atasnya. "Institusi taqli4
demikian kata Sherman A. Jacksory sebenamya adalah

penr:arian sumber otoritas yang stabil dan tidak
terbantalkan di era pertengahan.rr le

Taklid adalah proses pemilihan otoritas, bukan

sub6tarsL di antara berbagai otoritas yang ada. Muqallitl

ceniLerung meruiuk kepada mujtahid yang telah diterima

otoritasnya oleh umat Islam agar penafsiran hukumnya

memiliki legitimasi.
Afiliasi kepada madhhab tersebut tetap memelihara

kontekstualitas penafstan hukum. Karena ifu, banyak

t3 Lhet \vad Brhi.h Hdlaq, "Fto'r, Faryat to Frrr,: Growth and Change in
l:LmT S]ls-tanrif I:w " Dilrli A obg o/ Irh,ri. Jard?r, Vol II. (tvlon'treal
K2'radr- Mccill Institut€ oflstamic Studics, 1006), 170,187.

'" Al-QrlzG 2d.L1t sabn srtu elrli yzng menyzta[an bahw nt abil dzn nuallil
-b-*f :"1o rial.am pcnguasrn slil d.sar bcriirih2d. f.rhat allmrherm.n A. Jrctson. hta,ric I_a, drd th Stak: Th Con nltironal tnilttd,@ nstitvb ot-Did ate6d (Etdcn, New yortq Kohln: EJ- Brt i;6:;ffi'.* ",
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muqallid yang iustru meruiuk kepada sumber-surnber

madhhab bulan pada level pertama untuk mencari
keputusan yang lebih sesuai dengan kenyataan sosial yang
ia hadapi karena sumber pertama terlalu iauh iarak
waktunya. Hal itu tampak dalam strata ijtihad dalarn
matlhhtb Syaffiyyah. Otoritas yang dipergunakan oleh
kalangan Syaf iyyah pasca al-Nawawi adalah al-Nawawi
dan al-Raf i, bukNr mujtahid-mujtahid yang berada di level
atas mereka. Hal itu dilakukan untuk mencari keputusan
hukum yang lebih aktual, tetapi tetap masih mendapatkan
legitimasi karena mereka dipandang sebagai otoritas di
kalangan Syaf iyyah. Karena itu, Hallaq berpendapat
bahwa otoritas madhhab berada dalam semua level
mujtahid.m

Perujukan kepada mujtahid lain yang berada dalam
satu madWub adalah upaya untuk menegaskan bahwa
fatwa-fatwanya memiliki sandaran otoritas karena dengan
merujuk mujtahid lain yang masih dalam kerangka
mad]lhab, ia bisa memastikan bahwa ia bekeria di dalam
otoitas madhhab. Perujukan tersebut terkadang dilakukan
melalui proyeksi bal* (backuta projection\. Para ulama
belakangan untuk mendapatkan legitimasi terkadang
mengungkapkan pendapat yang ia katakan sebagai
pendapat dari pendiri madhlub rneskipun tidak ada bukti
eksplisit yang mendukung.

Wacana "pintu ijtihad tertutupr, adalah sebuah upaya
untuk menegaskan bahwa pemikiran hukum di luar empat
altuan utama tidak dapat diterima sebagai sesuatu y*ng

, Wzcl B. Hdlzq. Jwistic Au&ority...', 246.
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legtimate. Aktivitas ,tihad retap ada tetapi selalu
dilakukan dalam kerangka yang otoritas mndhh.ab.zr

Tingkatan-tingkatan ijtihad adalah upaya meniaga
kesinambungan ijtihad dalam kerangka otoritas yang
madhhab tersebd. Tingkatan nadhhab yang awalnya tiga
kemudian akhimya berkembang meniadi tujuhz
menunjukkan bahwa semakin paniang iamk dengan
pendii madhhnb semakin perlu iangkar opini yang lebih
dekat.

MODERNITAS DAN KRISIS OTORITAS

Modemisasi yang masuk ke dunis Islam melalui
invasi negara-negara Barat ditandai dengan beberapa hal.

Pertama, murculnya negara bangsa (nation state) yartg
kemudian meniadi model umum negrua di abad ke-20.

Ked.ua, tumbuhnya rasionalitas dalam sistem sosial yang

ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi sosial.

Ketiga sebagai konsekuensi dari fenomeru pertama dan

kedua adalah tumbuhnya otoritas legal-rasional, yang

didasarkan atas sistem keorganisasian. Keempat,

munculnya tren unifilasi dan kodifikasi hukum sebagai

akibat dari semakin berkembangnya otoritas legal-formal,

dengan negara sebagai pilamya.

2rHa.lhq menolr& brhw"r ektivitrs iitihd bcthenti. Frtwr-Etwa mengcnri

ke.sus-k:sus /rrr- ie pen&ng menuniul:lzn dimmika iltihad yang sangrt errt
&og:n dinamika m:s4rrkat mu3lim. Lhat ur'.ien leog[epknyz dalam drlam
\Y:Et B. HrX2q. "Frorr: Fcb,ar to Fmt' . . .

z l,ih.r k2iirn yeng brik mcngcn pcd.cmb.flgan isu PcnutuPan iitih.d
rcncbut dalatn Wael B. Hrlleq. '\Wrs thc Gtc oflitih.d Clos€d?" ddrm Im
W. (d) Illei. La, crd Leal Tbcol @.tr$m* D.rmouh Publishing

Comp.ny Ird., 1996), 3Ot, 313.
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Fenomena modern tersebut berpengaruh terhadap

sistem otoritas yang telah ada selama berabad-abad ddam
hukum Islam. Sistem otoritas yant berbasis kepada otorltas
epistemis mulai diganggu oleh sistem otoritas legal-
rasional. Posisi mujtahful, s€bagai pemetang otoritas

epistemis, mulai mendapatkan saingan dari kekuasaan

politik, yaitu lembaga legislatif. Dalam trias politika,
lembaga kekuasaan (eksekutif), pembuat undang-undang
(legislati$, dan peradilan (yudikatif) adalah tiga unsur
yang terialin berkelindan, tetapi tidak saling mengganggu

otoritas pihak lain. Lrmbaga peradilan harus merujuk
produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga

legiaslatif - tersama lembaga eksekutif dalam sistem

politik Indonesia.

Bagi tradisi hukum Barat hal itu bukan sebuah

fenomena baru. Bemard Weiss menyatakan bahwa
meskipun hukum Islam sama dengan hukum Romawi
dalam hal bahwa hukum adalah hukum hasil para ahli
hukum (yrrisf laro).8 Kmdatipun kedua sistem hukum
berangkat dari keria ahli hukum, tetapi ada perbedaan

mendasar antara kedua sistem hukum tersebtt. Pertarna,

keria para ahli hukum Romawi dibatasi oleh kegiatan
legistaltif yang dilakukan oleh negara, baik oleh senat
maupun oleh kaisar. Sementara itu, dalam sistem hukum
Islam tradisional negara tidak memiliki kekuasaan legislasi.
Negara hanya bisa menegakkan hukum, tetapi tidak
memiliki hak untuk membuat hukum.

a tihat juga d&m Nod J. Coulson, CafLt aad Tcriott...,9; dan Shrcman A
l^*.san. kh'rir l.ae..., xvii dan xxvi.

19



20 Justitia lslmaica, Vol, 7 / No. 1/ Jan-Juni 2010

trGdua, hakim-hakim dalam dalam badisi hukum
Romawi memiliki keleluasaan dalam memutuskan hukum
karena keputusan hukum didasarkan atas kekuatan
intuisinya. Hal itu terjadi karena hakim dipandang sebagai

orang yang biiaksana sehingga keputusan hukum dilihat
dari kemampuarurya menggali nilai keadilan itu sendiri.
Sementara itu, dalam tradisi hukum Islam para ahli hukum
diikat oleh sumber formal, yaitu teks. Otoritasnya lebih
didasarkan atas keterampilarnya meniabarkan teks,

dibandingkan oleh kebijaksanaannya.za

Munculnya negara bangsa model Barat tersebut

mengubah sifat dasar legislasi hukum Islam tradisional.
Ne1;ara memainkan peran yang lebih besar dalam
mengintervensi legislasi hukum Islam. Instrumen yang

dipandang Hallaq digunakan rlntuk memformulasikan

hul:um yang bersifat sentralistis adalah kodifikasi.
Kodisifikasi bukan sebuah proses hukum yang nehal,

melainkan sebuah upaya hukum dimana peran penaftiran
yang dilakukan para ahli hukum dibatasi. Kodifikasi
menghalangi instrumen hukum tradisional untuk
memainkan peran sentral.s

Otoritas hukum epistemis yang berbasis kepada

kenrampuan dan keterampilan individu mujtahid dan

did ukung oleh legitimasi nudhlub harus menghadapi

kenyataan bahwa otoritas mereka semakin dibatasi dalam

negara bangsa. Lrgislasi hukum semakin lama semakin

a Bcm2rd rWcisr, 'lntcrpretrtion in Islzmk I2wi The Theory of Iltihrd",
D.rlem Im Edgc (cd). fArr; La, . . . , 199-2fp.

E W.ct B. Hdhq, "Jud5tk Au6ority...", 255.



Ahwon Fononi, otoritos Dqldm Hukum lslom 2I

meniadi wilayah para aktor Politik di lembaga perwakilan

rakyat. Kenyataan tersebut bertolak belakang dengan

tradisi hukum Islam di mana kekuatan pohtik tidak bisa

meniadi pihak menentukan Penafsfuan hukum Islam. Akan

tetapi, di negara bangsa para aktot turut campur dalam

legislasi hukum Islam, termasuk dalam penetapan hukum
substansialnya.

Penetrasi otoritas legal-rasional terhadap otoritas

epistemis beragam bentuknya. Awalnya penehasi tersebut

masuk ke dalam wilayah administratif. Kasus paling
representatif untuk melihat fenomena penetrasi tersebut

dalam wilayah pemikahan. Keabsahan pemikahan dalam
aturan hukum Islam klasik ditentukan oleh konhak
inidvidual antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai
perempuan. Keabsahan tersebut melibatkan sebuah
pandangan sakral dimana pemikahan memiliki nilai dtual
di dalamnya.

Munculnya negara bangsa menuntut bahwa praktek
hukum di masyarakat dapat dikontrol oleh negara.%

Contoh tindakan pe*ama yang menunjukkan bentuk
intervensi agama ke dalam wilayah kewenangan
keagamaan yang menjadi kekuasaan otodtas epistemis
dimulai ketika Era Kolonial. Pemerintah kolonial pada
tahun 1937 mengumumkan rencana untuk membuat
ordonansi perkawinan. Ordonansi tersebut akan
memberikan kesempatan seseorang menilah di catatan
sipil, mewajibkan seseorang beristri hanya saht .dan

6 Untuk melihat bagaimana ketegffrgn dalam bidang hukum kelualge dribat
munculnyr modemis*i di negzrz-negeo muslim, lihat drlam Frzlur
Rahman, "A Survey of Modcmizatioo of Muslim Femily kw,,.
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perceraian hanya iatuh melalui keputusan pengadilan.
Gagasan tersebut mendapat tentangan keras dari umat
Islam, seperti I5II, NU, Muhammadiyah, Penyedar SI, dan
Perhimpunan Penghulu dan Punggawanya. z7

Ketika gagasan semacam itu muncul kembali di masa

Indonesia merdeka, reaksi keras tetap saia muncul. RUU
Perkawinan yang menegaskan prinsip monogami pun
mendapatkan tentangan keras dari wakil-wakil Islam.

Ketika berbagai aturan adminsitraif masuk ke dalam
Undang-undang hal itu pun belum membuat UU no 1

tahun 1974 benar-benar diakui legitimasinya oleh sebagian

kalangan Islam. Fenomena nikah sirri (nikah tidak tercatat),

misalnya, adalah bentuk resistensi dari kalangan otoritas

epistemis terhadap aturan yang lahir dari otoritas legal-

rasional.

Keberatan dalam praktek iuga terkait dengan talak,

yang menurut aturan hanya jatuh dalam sidang

pengadilan. Aturan demikian mengkhawatirkan sebagian

pihak akan resiko perzinaan karena dalam fikih klasik,

talak iatuh culup dengan Pemyataan sepihak suami.

Tuntutan administratif demikian tentu saia mengganggu

ketentuan yang telah dilegitimasi oleh kitab-kitab hulum
klasik tentang proses talak yang dapat dilakukan tanpa

melalui proses peradilan.

Aturan yang mengatur bahwa perceraian hanya

dapat teriadi di sidang pengadilan telah diterapkan di

berbagai negara muslirL termasuk Indonesia dan Tunisia.

P Lrh.t Aqib Suminto, Pottil I'ld Hirdid klddz flrkenr: LP3ES' 1985)' 30-

11 ut m.nyr dtbm cltl!.n k2&. no. 90 d.n 94.
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Menurut hukum Tunisia tahun 1952 misalny4 perceraian

di luar sidang pengadilan tidak memiliki dampak hukum.z
Akibahry4 atuan yang dibuat lembaga legislatil
menentukan, atau setidaknya membatasi, aturan-aturan
yang telah ada di dalam hukum Islam klasik produk
nadhhab.

Problem tersebut lahir karena persoalan nikah dan

talak selama ini diatur melalui hukum yang diyakini
berasal dari otoritas transendental, yaitu Allah dan Rasul-

Nya. Dengan demikian, dalam aturan pernikahan terdapat
nilai-nilai ritual, bukan sekedar kontrak biasa. Nilai-nilai
ritual tersebut secara teoritis hanya dapat diiabarkan oleh

otoritas epistemis karena merekalah yang memiliki
kemampuan untuk melakukan tafsir terhadap teks.

Sementara itu, aturan yang berbeda tersebut dirancang
oleh pihak-pihak yang tidak dipandang memiliki otoritas
untuk mengubah aturan hukum yang telah dilakukan para

otoritas epistemis.

Proses kodifikasi hukum, sebagaimana dikatakan
oleh Hallaq dan Coulsory telah merusak sistem dokrin
yang telah dimapankan oleh kitab-kitab hukum klasik,
yang dihrlis oleh para otoritas hukum. Tren yang terjadi
adalah munculnya penelitian yang lebih bebas erhadap
hukum Islam, dengan tetap menegaskan untuk tidak
mengganggu otoritas tradisional (epistemis).re Usaha-
usaha melampaui otoritas tersebut dilakukan dengan

, Uh.t dd2m Nod J.mes Coulsc4 Corfia aad Teaior. . . , 48.
, Coulson mrsih nEtEgurut n pcrncL.n otoria$ W€b<r unnll orirait s

hukum lslem scb.g.i oto.it s tndision2l scrn.nt .r Hdhq maryebumyr
otorit B cpistcmi!. .
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meniangkarkan diri kepada AlQur'an atau sunnah,

setidaknya dengan tidak membuat keputusan yang
bertentangan deatgan keduanya.3o

Ziba Mir-Huseini menyeturui penilaian Hallaq dan
Coulson tersebut. Ia menegaskan bahwa kodifikasi dan

unifikasi hukum adalah dua hal yang asing dalam hukum
Islam. Ada dua alasan yang ia aiukan. Pertama, syaiah
dalam bentuk klasiknya memungkinlan hubungan yang
cair antara aspek moral dan hukum. Syariah terbuka
telhadap penalsiran dan mampu mengakomodasi

kebutuhan individu dan lingkungan. Kedua, syadah
dijabarkan dan ditransmisikan oleh para sarlana yang
berlandaskan tradisi intelektual dalam madhhab-madhhab
huku4 yang tidak memiliki akses langsung kepada sistem

yudisial kenegaraan.l

BagL Ziba Mir-Hosseini, dampak dari perubahan

tersebut adalah terganggunya keseimbangan tradisional
anrlara hukum Islam dan negara. Ketegangan intrinsik
antara idealitas agama dan hukum positif yang telah lama

ada mengambil bentuk yang berbeda. Di masa pramoderrl
hukum Islam, secara teoritis mampu meniaga iarak dengan

kekuasaan politik. Negaralah yang harus menerima syariah

dan negara mendapatkan legitimasi dad syariah.::
Dalam era negara bangsa yang teiadi adalah

sebaliknya. Syariah harus menerima negara dan

memperoleh legitimasi melalui negara. Penguasa Islam

r D.lzm NodJrmc. Co'ubarl Gnjrd oid'fa,!io"...,56-57
1t Zj[,,Mtr-fi,,.j,i- Mdiac on hid...,11,
u Ibll., '10 &o 12.
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secara tradisional tunduk kepada hukurn (syariaf) fun
membiarkan fungsi dan otoritas hukum dan legislasi ad4,li
tangan para ahli hukum (Islam). sebaliknya/ netara
modem membalik prinsip tercebut dan mendiktekan apa

yang termasuk hukum dan apa yang bukan hulcum.3a

Kodifikasi adalah bentuk pengekangan negara terhadap
kreativitas otoritas epistemis dan model keria sistem

hukum Islam tradisional.
Sisi positif fenomena tersebut, menurut Ziba, adalah

bahwa syariah untuk pertama kalinya memiliki kekuatam
hukum yang tegas. Akan tetapi, bad Hallaq perubahan

tersebut memiliki dampak negatif, yaitu membuat otoritas
yang dalam sistem hukum Islam klasik berpilak kepada
pengakuan terhadap kemampuan dan kapasitas al i tanpa
nuansa koersif (pat saur,) meniadi bemilai koersif. Proses

unilikasi atau senhalisasi hukum, dipandang Hallaq
sebagai upaya menyita seluruh realitas hukum dalam
kontrol negara.3a

PENUTUP

Kaiian mengenai otoritas hukum akhir-akhir ini
menladi perbincangan hangat di kalangan peneliti hukum
Islam. kenyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan

otoritas tidak bisa dilepaskan dari hukum karena hukum
memhrikan tuntutan kepada subyek hukum. Efektivitas

! Wlcf B. Hnhq. "Jutinic Audrotity. . ." 25'{-

Y lbidlr-255.
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tuntutan ters€but sangat ditmtukan oleh penerimaan

subyek hukum terhadap aturan-aturan hukum itu sendiri.
Problem otoritas meniadi sangat penting dalam

hukum Islam. Otoritas hukum Islam dalam seiarah

paniangnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga
berada di tangan para ahli hukum. Mereka tidak memiliki
aparatus kekuasaan yang bisa melakukan tindakan paksa

apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan

keputusan yang mereka buat. Satu-satunya legitimasi yang

me,mungkinkan hukum Islam diterima oleh masyarakat

adalah aspek otoritas yang menyangga keputusar hukum
itu sendiri.

Di era modem, otoritas para ahli hukum mengalami

tantangan berat dari negara bangsa. Negara bangsa

memperkenalkan otoritas legal-rasional dengan

memanfaatkan aparatus untuk memastikan aturannya

ditaati. Di negara-negara muslim sedang teriadi krisis

otorritas karena otoritas epistemis (tradisional) mulai

ketrilangan legitimasinya, tetapi tidak sepenuhnya hilang.

Sementara itu, negara semakin kuat mencengkeram semua

lini kehidupan sosial, tetapi tetaP tidak bisa sepenuhnya

menggantikan nilai sakral yang dikandung oleh otoritas

epistemis.
Krisis demikian meniadi salah sahr pemicu Berakan

keb,angkitan Islam yang ingin secara tegas mengembalikan
otoritas hukum kepada otoritas epistemis. Negara-negara
barrgsa moden dipandang sebagai produk asing yang
melemahkan infrastruktur masyakat muslim yang telah
ada semenjak lama. Kegagalan sebuah pemerintahan untuk
memperbaiki kondisi sosial-ekonomi akan semakin
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menguatkan keyakinan gerakan tersebut bahwa
transformasi ke arah hukum yang didasarkan atas legal
rasional sebagai sebuah kesalahan.
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